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Hak asasi manusia adalah milik semua dalam keadaan manusia, sehingga hak asasi 

manusia tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin seseorang, yaitu perempuan dan 

laki-laki, baik dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, pemerintahan, perkawinan 

maupun pewarisan. Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berasal dari 

stigmatisasi terhadap mereka yang memilih “berbeda” dengan masyarakat di 

lingkungan sekitar. Stigma ini semakin kental dalam konteks sosial di Indonesia. 

Kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen, seorang laki-laki bernama Dedi Sukma 

Pratama yang berganti kelamin menjadi perempuan mengajukan permintaan untuk 

mengubah jenis kelaminnya berganti nama di Pengadilan Negeri Kebumen. Dedi 

Sukma Pratama mengajukan permohonan sesudah operasi kelamin disebuah rumah 

sakit di Thailand. Pertimbangan hakim, sesuai putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN 

Kbm hakim menolak seluruh permohonan, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor:1/Pdt.P/2021/PN 

Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin dipandang dari perspektif HAM dan 

bagaimana penggantian jenis kelamin menurut undang-undang administrasi 

kependudukan apakah diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif, sifat 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif yuridis normatif yang 

bersumber dari temuan data aktual di lapangan, sehingga selain melakukan metode 

penyelidikan, juga mencari temuan data faktual dari dokumen hukum dan peraturan 

perundang-undangan. Sumber data untuk penelitian ini meliputi orang dan subjek.  
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Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa dalam Studi Putusan Nomor 

1/Pdt.P/2021/Pn.Kbm penggantian jenis kelamin diakui dan diatur dalam Pasal 28C 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. melihat dari pertimbangan hakim yang 

menitik beratkan pada Pendapat pribadi berdasarkan agamanya tidak senada dengan 

isi di dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonsia Tahun 

1945, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia dari kedua pasal tersebut memberikan jaminan bahwa negara mengakui 

Hak atas Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Hak atas Kebebasan Pribadi 

pengekspresian diri melalui jenis kelamin adalah bagian dari hak atas kebebasan 

pribadi dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Serta penggantian jenis kelamin 

diakui dan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) serta kembali melihat pertimbangan hakim 

tentu tidak senada dengan isi di dalam Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan maka seharusnya Hakim dapat mengabulkan Pemohon untuk 

Penggantian jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan serta 

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada di dalam Pasal 

58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentu mengatur tentang tata 

cara pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk. 

Saran dalam penelitian ini dalam penelitian yang terfokus pada hak asasi manusia 

dalam putusan tentang penggantian jenis kelamin ini, untuk hakim selaku wakil  

Tuhan di dunia, diharapkan mampu bersikap adil, senantiasa menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dalam pengambilan keputusan, mengkaji lebih dalam dari setiap 

perkara yang ditangani, bila perlu gunakan pula yurisprudensi sebagai bahan 

pertimbangan jangan hanya menggunakan perspektif hukum agama tetapi juga 

menggunakan konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang HAM. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia,Penggantian Jenis Kelamin,Putusan 
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ABSTRACT 

JURIDICAL REVIEW OF GENDER REPLACEMENT IN A HUMAN 

RIGHTS PERSPECTIVE 

 (Study of Decision Number 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)  

 

By 

Hilal Aidar 

Human rights belong to all in the human condition, so that human rights cannot be 

separated from a person's gender, namely women and men, both in the 

implementation of daily life, government, marriage and inheritance. 

Discrimination against transgender and transsexual stems from the stigmatization 

of those who choose to be "different" from the people in their surroundings. This 

stigma is getting thicker in the social context in Indonesia. The case that occurred 

in Kebumen Regency, a man named Dedi Sukma Pratama who changed his sex to 

a woman submitted a request to change his gender and changed his name at the 

Kebumen District Court. Dedi Sukma Pratama applied for genital surgery at a 

hospital in Thailand. The judge's considerations, according to the decision Number 

1/Pdt.P/2021/PN Kbm the judge rejected all applications, the problem in this 

research is how the judge's consideration of the decision Number: 1/Pdt.P/2021/PN 

Kbm concerning Gender Change is viewed from the perspective Human rights and 

how to change sex according to the law on population administration, is it regulated 

in the law on population administration. 

This research uses normative qualitative research methods, the nature of this 

research is normative qualitative legal research which originates from actual data 

findings in the field, so that in addition to carrying out investigative methods, it also 

seeks data findings, factual data from legal documents and statutory regulations. 

Data sources for this study include people and subjects. 

Based on this research, it shows that in the Study of Decision Number 

1/Pdt.P/2021/Pn.Kbm, gender reassignment is recognized and regulated in Article 

28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 4 of Law 

Number 39 of 1999. see from the judge's considerations which focused on personal 

opinion based on religion not in line with the content in Article 28C Paragraph (1) 

of the 1945 Republic of Indonesia Law, and Article 4 of Law Number 39 of 1999 

Concerning Human Rights of the two articles guarantees that the state recognizes 

the right to basic needs fulfillment and the right to personal freedom. self-

expression through gender is part of the right to personal freedom and the right to 

fulfill basic needs. As well as changing the sex recognized and regulated in Article  
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56 paragraph (1) and looking back at the judge's considerations, of course it is not 

in line with the contents of the Population Administration Law, the Judge should be 

able to grant the Petitioner for changing the gender from male to female and  

referring to Presidential Regulation Number 96 of 2018 Regarding Requirements 

and Procedures for Population Registration and Civil Registration contained in 

Article 58 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 96 of 2018 certainly 

regulates procedures for recording other important events for the population. 

Suggestions in this study in research that focuses on human rights in decisions 

regarding gender reassignment, for judges as God's representatives in the world, 

are expected to be able to act fairly, always uphold human rights in making 

decisions, examine more deeply every case that is handled, if necessary also use 

jurisprudence as material for consideration, don't just use the perspective of 

religious law but also use the constitution and laws that regulate human rights. 

Keywords: Human Rights,Gender Reassignment,Decision 
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MOTTO 

 

 

 

Dan ibersabarlah ikamu, isesungguhnya ijanji iallah iadalah ibenar 

 

(Q.S iAr-Rum:60) 

 

 

 

 

 

“Angin itidak iberhembus iuntuk imenggoyangkan ipepohonan, imelainkan imenguji 

ikekuatan iakarnya 

 

(Ali ibin iAbi iThalib) 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar iBelakang 

Manusia idilahirkan isebagai imakhluk iyang imemiliki ikebebasan idan ipersamaan ihak 

idan iharkat idan imartabat imanusia iyang iselanjutnya idisebut iHak iAsasi iManusia. 

iHak iasasi imanusia iadalah ihak iyang idimiliki isetiap iorang isejak ilahir. iItulah 

isebabnya iHAM imerupakan ihak iyang isangat imendasar iyang idimiliki isetiap 

iindividu, ilandasan iyang isangat imendasar iyang idimiliki ioleh isetiap iindividu idan 

itidak idapat idipersoalkan ioleh isiapapun idemi ikesejahteraan iorang ibanyak.1 

Hukum isebagai iseperangkat iaturan iatau iaturan iyang ibersifat iumum idan inormatif, 

ibersifat iumum ikarena iberlaku ibagi isemua iorang idan inormatif ikarena ihukum 

imenetapkan iapa iyang iharus idilakukan, iapa iyang itidak iboleh idilakukan, iharus 

idilakukan idan imenentukan ibagaimana icara imematuhi iasas-asas ihukum.2 iMasalah 

ihak iasasi imanusia isangat ierat ikaitannya idengan inegara ihukum. iPencapaian 

ipelaksanaan iperlindungan idan ipenegakan ihak iasasi imanusia imerupakan isalah isatu 

itujuan iutama. iNegara ihukum iharus imenjunjung itinggi ihak iasasi imanusia isebagai i 

 
1 Vitri, I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi 

Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt. P/2021/PN Kbm) (Doctoral 

dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri). 
2 Mertokusumo, S. (1996). mengenal Hukum sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty. 
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salah isatu iprasyarat iuntuk imembentuk isuatu inegara ihukum, ibaik ioleh ikonstitusi 

imaupun ioleh iundang-undang idasar, imaupun ioleh iperaturan-peraturan ilain iyang 

imenjadi idasar inegara ihukum. itindakan isuatu iNegara. i 

Hak iAsasi iManusia i(HAM) iberakar ipada ikeyakinan imasyarakat ibahwa imanusia 

iadalah imakhluk iciptaan iTuhan iyang isama idan isetara. iSemua imanusia idilahirkan 

idengan imartabat idan ihak iyang isama. iAtas idasar iitu, imasyarakat iharus 

idiperlakukan isama, iadil idan iberadab. iHak iasasi imanusia ibersifat iuniversal, iartinya 

iberlaku iuntuk isemua iorang itanpa idiskriminasi iatas idasar iagama, isuku, iras, isuku, 

ikelompok, igolongan, istatus isosial, istatus iekonomi iatau ijenis ikelamin.3 

Hak iasasi imanusia iadalah imilik isemua idalam ikeadaan imanusia, isehingga ihak iasasi 

imanusia itidak idapat idipisahkan idari ijenis ikelamin iseseorang, iyaitu iperempuan idan 

ilaki-laki, ibaik idalam ipelaksanaan ikehidupan isehari-hari, ipemerintahan, 

iperkawinan imaupun ipewarisan. iNamun, iternyata iada isebagian iorang iyang 

idiistimewakan iTuhan iYang iMaha iEsa iketika iterlahir idengan ijenis ikelamin iganda 

iatau idalam iilmu ikedokteran idisebut iambiguous igenitalia.4 

Diskriminasi iterhadap itransgender idan itranseksual iberasal idari istigmatisasi 

iterhadap imereka iyang imemilih i‘berbeda’ idengan imasyarakat idi ilingkungan 

isekitar. iStigma iini isemakin ikental idalam ikonteks isosial iIndonesia. iSelain idilandasi 

ioleh istruktur ipatriarki iyang ikental idi imana ilaki-laki idipandang isebagai imakhluk 

imaskulin, istigma iterhadap iwaria idan iwaria ijuga idikaitkan idengan ihomofobia iyang 

 
3 Wazin, W. (2020).HAM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan 

Politik Ketatanegaraan, 11(1), 93-120. 
4 Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita 

Ambiguous Genetalia di Indonesia. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, 15(1), 1222. 
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iterkadang iberakar ipada ikeyakinan iagama. iOrang itransgender ipertama-tama 

imemulai idengan ioperasi ipenggantian ikelamin, isetelah iitu idia imengajukan 

ipermintaan iperubahan ijenis ikelamin ike iPengadilan iNegeri. iAplikasi iini iantara ilain 

iberisi iperubahan istatus iperkawinan idari ilaki-laki imenjadi iperempuan iatau 

isebaliknya. 

Dalam iilmu ikedokteran, iKelamin iganda i(Ambiguous iGenitalia) imerupakan 

ikejadian ilangka idimana ialat ikelamin ibayi itidak ijelas ilaki-laki iatau iperempuan. 

iPenyebab ibiseksualitas iadalah ikarena iadanya igangguan ipada ipertumbuhan iorgan 

iseksual ibayi isaat iberada idi idalam ikandungan i(rahim). iPada ianak iyang ilahir isebagai 

iperempuan ikarena ifaktor igenetik, iketika ialat ikelamin iluar iberkembang iakan ilebih 

ibanyak imenerima ihormon ilaki-laki, isehingga iperkembangan ialat ikelamin iluar 

imenyimpang idari ialat ikelamin ilaki-laki. iBegitu ipula ipada ianak ilaki-laki ikarena 

igenetik, iketika ialat ikelamin imenerima ibanyak ihormon iwanita iselama imasa 

iperkembangan, ialat ikelamin imenjadi irusak iatau imenyimpang idari ialat ikelamin 

iwanita. 

Penentuan ijenis ikelamin imengikuti isistem iXY. iLaki-laki imempunyai ikromosom 

ikelamin iXY i(heterogametik) iyakni i46 iXY i(46 imenunjukkan ijumlah ikromosom 

ikeseluruhan iyang iterdiri idari i44 iautosom idan i2 ikromosom ikelamin, isedangkan iXY 

imenunjukkan iseks iindividu itersebut iyaitu ilaki-laki inormal), isedangkan iperempuan 

imempunyai ikromosom ikelamin iXX i(homogametik) iyakni i46 iXX i(46 

imenunjukkan ijumlah ikromosom ikeseluruhan iyang iterdiri idari i44 iautosom idan i2 

ikromosom ikelamin, isedangkan iXX imenunjukkan iseks iindividu itersebut iyaitu 

iperempuan inormal). iPenentuan ijenis ikelamin ibergantung ipada iada itidaknya 
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ikromosom iY. iJika iada ikromosom iY, iindividu itersebut iadalah ilaki-laki, idan ijika 

ikromosom iY itidak iada, iindividu itersebut iadalah ilaki-laki.5 

Dalam ipenelitian iini, ipenulis imengambil ikasus iyang iterjadi idi iKabupaten 

iKebumen, itepatnya ipada itanggal i6 iJanuari i2021, iseorang ilaki-laki ibernama iDedi 

iSukma iPratama iyang iberganti ikelamin imenjadi iperempuan imengajukan 

ipermintaan iuntuk imengubah ijenis ikelaminnya idihitung idan iberganti inama idi 

iPengadilan iNegeri iKebumen. iMenurut iketerangannya, iDedi iSukma iPratama 

imengajukan ipermohonan isaat ipenisnya idioperasi imenjadi ialat ikelamin iwanita idi 

isebuah irumah isakit idi iThailand. iKemudian, isetelah ibanyak ipertimbangan ihakim, 

isesuai iputusan iNomor i1/Pdt.P/2021/PN iKbm, ihakim imenolak iseluruh igugatan 

ipara ipemohon. iDalam imengambil ikeputusan iini, ihakim itentunya iharus 

imempertimbangkannya idengan imatang, idalam iputusan iini, ihakim imemutuskan 

iuntuk imenolak iseluruh ipermohonan, imeskipun idi isatu isisi ipemohon itelah 

imenjalani ioperasi ipergantian ikelamin isebelum idiajukan.6 

Oleh ikarena iitu,sangat imerasa itertarik iuntuk imengkaji ilebih idalam ilagi iperihal 

ipermohonan ipenggantian ijenis ikelamin, imaka idengan iini iingin imelakukan 

ipenelitian ilebih ilanjut. iDengan imelakukan ikajian ilebih idalam iterhadap iputusan iini 

idengan ikaitannya idengan ihak iasasi imanusia idan idiperkuat idengan iUndang-

Undang iAdministrasi iKependudukan iuntuk imelihat iapakah ipenggantian ijenis 

ikelamin iitu idiatur idalam iundang-undang iatau itidak iserta idiharapkan idapat 

imenjawab ipersoalan iyang isesuai idengan ilatar ibelakang ihistoris idan ikeadaan 

 
5 Unsunnidhal, L.,dkk. (2021). Genetika dan Biologi Reproduksi. Yayasan Kita Menulis. 
6 Dokumen Penetapan Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN 

Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin, hlm. 8. 
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isekarang. iMaka idalam ihal iini imengambil ijudul i“TINJAUAN iYURIDIS 

iTERHADAP iPENGGANTIAN iJENIS iKELAMIN iDALAM iPERSPEKTIF iHAK 

iASASI iMANUSIA i(Studi iPutusan iPengadilan iNegeri iKebumen iNomor: 

i1/Pdt.P/2021/PN iKbm)”. 

B. Rumusan iMasalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idiuraikan idi iatas, imaka idapat 

idiidentifikasi ipermasalahan iutama iyang iakan idibahas idalam ipenulisan 

ilaporan iakhir imagang iini, iyaitu:: 

1. Bagaimana itinjauan iHak iAsasi iManusia iputusan iPengadilan iNegeri 

iKebumen iNomor:1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang iPenggantian iJenis 

iKelamin idipandang idari iperspektif iHAM? 

2. Bagaimana ipenggantian ijenis ikelamin imenurut iUndang-Undang 

iAdministrasi iKependudukan iterhadap iputusan iPengadilan iNegeri 

iKebumen iNomor: i1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang iPengantian i iJenis 

iKelamin iapakah idiatur idalam iUU iAdminduk? 

C. Tujuan iPenelitian 

1. Untuk imenganalisis ilandasan ihukum ipada iputusan iNomor: 

i1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang ipenggantian ijenis ikelamin idalam iperspektif 

iHAM 

2. Untuk imenganalisis iaturan idan itata icara iyang imengatur ipenggantian ijenis 

ikelamin iNomor:1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang ipenggantian ijenis ikelamin 
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BAB iII iTINJAUAN iPUSTAKA iDAN iPROFIL iINSTANSI 

 

 

 

 

A. Tinjauan iPustaka 

1. Pengertian iHak iAsasi iManusia 

Sejak ilahir, imanusia itelah imemiliki ihak iasasi iyang imana iHak iAsasi iManusia 

i(HAM) imelekat ipada ikodrat imanusia idan itidak iseorang ipun iberhak imencampuri 

iperbedaan ipendapat ikarena ihak iasasi imanusia iadalah ihak iasasi iyang imelekat iserta 

imemiliki ihak iyang isadar ibahwa ikita isemua iadalah imakhluk iciptaan iTuhan, 

imemiliki ihak iyang isama idengan imanusia ilainnya idan iharus imemiliki ihak iyang 

isama iatas ikebebasan, imartabat idan ihak. 

Manusia idianugerahi ioleh iTuhan iYang iMaha iEsa iakal ibudi idan inurani iyang 

imemberikan ikepadanya ikemampuan iuntuk imembedakan iyang ibaik idan iyang 

iburuk, iyang iakan imembimbing idan imengarahkan ikepada isikap iserta iperilaku 

idalam imenjalankan ikehidupannya. iDengan iakal ibudi idan inuraninya itersebut, imaka 

imanusia imemiliki ikebebasan idasar iuntuk imemutuskan isendiri iperilaku iatau 

iperbuatannya. iDisamping iitu, imanusia imemiliki ikemampuan ibertanggung ijawab 

iatas iapa iyang itelah idilakukan iatau idiperbuat. 

Dalam iperspektif ilain, ihak iasasi imanusia idisingkat iHAM, iadalah ihak idasar isetiap 

imanusia, iyang imelekat isejak ilahir isebagai ianugerah iTuhan iYang iMaha i iEsa 

idengan demikian, hak asasi manusia tidak berasal dari negara atau hukum, tetapi
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dari iTuhan isebagai ipencipta ialam isemesta, isehingga ihak iasasi imanusia iharus 

idihormati idan itidak iboleh idiabaikan iserta itidak idapat idiganggu igugat ioleh iurusan 

iapapun.7 

Di idalam iUndang-Undang iNomor. i39 iTahun i1999 imenyatakan ibahwa iHak iAsasi 

iManusia iadalah iseperangkat ihak iyang imelekat ipada ihakikat idan ikeberadaan 

imanusia isebagai imakhluk iTuhan iYang iMaha iEsa idan ianugerah-Nya iyang iwajib 

idihormati, ididukung, idan idilindungi ioleh ihukum inegara, ipemerintah, idan irakyat 

idemi ikelangsungan ihidup imanusia. idemi ikehormatan idan iperlindungan imartabat 

imanusia.8 

Dengan idemikian idapat idikatakan, ibahwa ikonsep iHAM iitu imengandung iciri-ciri 

isebagai iberikut:9 

1. iHak iasasi imanusia itidak iperlu idiberikan, idibeli iatau idiwariskan, ikarena ihak iasasi 

imanusia iadalah ibagian idari imanusia isecara iotomatis. 

2. iHak iasasi imanusia iberlaku iuntuk isemua iorang, iterlepas idari ijenis ikelamin, iras, 

iagama, iasal ikebangsaan, ipendapat ipolitik iatau iasal isosial iatau ikebangsaan. iHak 

iasasi imanusia ibersifat iuniversal idan imengikat. 

3. iHAM itidak iboleh idilanggar. iOrang itetap imemiliki ihak iasasi imanusia ibahkan ijika 

isuatu inegara imembuat iundang-undang iyang itidak imelindungi iatau imelanggarnya 

ikarena iham ibersifat imutlak idan itidak idapat idiganggu igugat ioleh ikekuasaan 

iapapun. 

 
7 Armiwulan, iH. i(2004). iHak iAsasi iManusia idan iHukum. iJurnal iYustika, i7(2).  
8

 iPasal i1 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi iManusia. 
9

 iIbid. 
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Berikut iini idipaparkan iberbagai ipendapat itentang iHAM. iDari ibeberapa ipendapat 

iini iwalaupun iada iperbedaan inamun ipada idasarnya imempunyai iprinsip-prinsip 

iyang isama.10 

a) Mariam iBudiardjo iHAM iadalah ihak-hak iyang idimiliki ioleh imanusia iyang itelah 

idiperoleh idan idibawanya ibersamaan idengan ikelahiran idan ikehadirannya idalam 

ihidup imasyarakat. iHak iini iada ipada imanusia itanpa imembedakan ibangsa, iras, 

iagama, igolongan, ijenis ikelamin, ikarena iitu ibersifat iasasi idan iuniversal. iDasar 

idari isemua ihak iasasi iadalah ibahwa isemua iorang iharus imemperoleh ikesempatan 

iberkembang isesuai idengan ibakat idan icita-citanya. i(Mariam iBudiardjo, i1982, 

i120) 

b) Thomas iJefferson iHAM ipada idasarnya iadalah ikebebasan imanusia iyang itidak 

idiberikan ioleh iNegara. iKebebasan iini iberasal idari iTuhan iyang imelekat ipada 

ieksistensi imanusia iindividu. iPemerintah idiciptakan iuntuk imelindungi 

ipelaksanaaan ihak iasasi imanusia. i(Majalah iWhat iis iDemocracy, i8) 

c) Universal iDeclaration iof iHuman iRight iDalam ipembukuan idari ideklarasi iini 

idinyatakan ibahwa ihak iasasi imanusia iadalah ihak ikodrati iyang idiperoleh ioleh 

isetiap imanusia iberkat ipemberian iTuhan iSeru iSekalian iAlam, isesungguhnya 

itidak idapat idipisahkan idari ihakekat imanusia. iOleh ikarena iitu isetiap imanusia 

iberhak imemperoleh ikehidupan iyang ilayak, ikebebasan, ikeselamatan idan 

ikebahagiaan ipribadi. i(Majalah iWhat iis iDemocracy, i20) i 

d) Undang-Undang iRepublik iIndonesia iNo. i39 itahun i1999 iHak iasasi imanusia 

iadalah iseparangkat ihak idasar iyang imelekat ipada ihakikat idan ikeberadaan 

imanusia isebagai imakhluk iTuhan iYang iMaha iEsa idan imerupakan ianugrahNya 

 
10

 iManusia, iK. iN. iH. iA. i(1997). iHak iAsasi iManusia. iGramedia iPustaka iUtama, iJakarta 
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iyang iwajib idihormati, idijunjung itinggi, idan idilindungi ioleh inegara, ihukum, 

ipemerintah, idan isetiap iorang idemi ikehormatan iserta iperlindungan iharkat idan 

imartabat imanusia. 

2. Macam iMacam iHAM 

Tidak ihanya isebatas ipengertian, iHAM ijuga imemiliki ibanyak imacam iatau ijenis 

iHAM, iyang ipembagiannya isesuai idengan iDeklarasi iUniversal iHAM iyaitu 

idalam iUniversal iDeclaration iof iHuman iRights i10 iDesember i1948, ibeberapa 

iHAM itercantum isebagai iberikut:11 

1. iHak iAsasi iSipil i( iCivil iRights i) iHak-hak ipribadi iyang idimiliki isetiap iorang 

iseperti ihak iuntuk ihidup, imemeluk iagama, ikebebasan iberibadah ikepada iTuhan 

iYang iMaha iEsa. 

a. Pasal i28 iA i: iSetiap iorang iberhak iuntuk ihidup iserta iberhak imemertahankan 

ihidup idan ikehidupannya. i 

b. Pasal i28 iB i: i(1) iSetiap iorang iberhak imembentuk ikeluarga idan imelanjutkan 

iketurunan imelalui iperkawinan iyang isah i(2) iSetiap ianak iberhak iatas 

ikelangsungan ihidup, itumbuh, idan iberkembang iserta iberhak iatas iperlindungan 

idari ikekerasan idan idiskriminasi. i 

c. Pasal i28 iD i: i(1) iSetiap iorang iberhak iatas ipengakuan, ijaminan, iperlindungan, 

idan ikepastian iyang iadil iserta ipengakuan iyang isama idi ihadapan ihukum i(3) 

iSetiap iorang iberhak iatas istatus ikewarganegaraannya. i 

d. Pasal i28 iE i: i(1) iSetiap iorang ibebas imemeluk iagama idan iberibadat imenurut 

iagamanya, imemilih ipendidikan idan ipengajaran, imemilih ipekerjaan. iMemilih 

ikewarganegaraan, imemilih itempat itinggal idi iwilayah inegara idan 

 
11

 iArmiwulan, iH. i(2004). iHak iAsasi iManusia idan iHukum. iJurnal iYustika, i7(2). 
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imeninggalkannya, iserta iberhak ikembali i(2) iSetiap iorang iberhak iatas ikebebasan 

imeyakini ikepercayaan, imenyatakan ipikiran idan isikap, isesuai idengan ihati 

inuraninya. i 

e. Pasal i28 iG i: i(3) iSetiap iorang iberhak iatas iperlindungan idiri ipribadi, 

ikeluarga, ikehormatan, imartabat, idan iharta ibenda iyang idi ibawah 

ikekuasaannya, iserta iberhak iatas irasa iaman idan iperlindungan idan iancaman 

iketakutan iuntuk iberuat iatau itidak iberbuat isesuatu iyang imerupakan ihak 

iasasi. i 

f. Pasal i28 iI i: iHak iuntuk ihidup, ihak iuntuk itidak idipaksa, ihak ikemerdekaan 

ipikiran idan ihati inurani, ihak iberagama, ihak iuntuk itidak idiperbudak, ihak 

iuntuk idiakui isebagai ipribadi idi ihadapan ihukum, idan ihak iuntuk itidak 

idituntut iatas idasar ihukum iyang iberlaku isurut iadalah ihak iasasi imanusia 

idalam ikeadaan iapapun. 

2. iHak iAsasi iEkonomi i( iEconomy iRights i), iyaitu ihak iuntuk imembeli, imemiliki, 

imenjual idan imenggunakan isesuatu. 

a) Pasal i28 iD i: i(2) iSetiap iorang iberhak iuntuk ibekerja iserta imendapat iimbalan 

idan iperlakuan iyang iadil idan ilayak idalam ihubungan ikerja. i 

b) Pasal i28 iH i: i(1) iSetiap iorang iberhak imempunyai ihak imilik ipribadi idan ihak 

imilik itersebut itidak iboleh idiambil ialih isecara isewenang-wenang ioleh 

isiapapun. 

3. iHak iAsasi iPolitik i( iPolitical iRights i), iyaitu ihak iikut iserta idalam 

ipemerintahan, ihak iberorganisasi idan imemilih, ihak imembentuk ipartai ipolitik, 

idan ilain-lain. 

a) Pasal i28 iD i: i(3) iSetiap iwarga inegara imemperoleh ikesempatan idalam 
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ipemerintahan. i 

b) Pasal i28 iE i: i(3) iSetiap iorang iberhak iatas ikebebasan iberserikat, iberkumpul, 

idan imengeluarkan ipendapat. i 

c) Pasal i28 iG i: i i(2) iSetiap iorang iberhak iuntuk imemperoleh isuaka ipolitik idari 

inegara ilain. 

4. iLegal iEquality iof iRights, ihak idasar iatas iperlakuan iyang isama idi ihadapan 

ihukum idan ipemerintah; 

5. iJudicature iand iCustody iRights, ihak iasasi imanusia iatas iperlindungan 

iyudisial iatau iperlakuan iprotektif; 

6. iEducation iRights, ihak iasasi iuntuk imendapatkan iilmu ipengetahuan iyang 

isama; 

7. iWeges iand iOccupation iRights, ihak ipribadi imanusia iuntuk imendapatkan 

ipekerjaan idan idibayar idengan iupah iyang iadil idan isepadan; 

8. iSocial iand iCultural iRights, ihak iasasi imanusia iatas ijaminan isosial idan 

ipembangunan ibudaya; 

3. HAM idi iIndonesia 

Di iIndonesia, ihak iasasi imanusia itercantum idalam iPancasila idan iUUD i1945. iDalam 

iPancasila, ihak iasasi imanusia idijelaskan isecara ifilosofis idan ipsikologis, idengan 

imakna iyang isangat idalam. iMisalnya ipada ipoin ipertama isila ipertama, iyaitu: 

“Beriman idan ibertakwa ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa idengan iagama idan 

ikepercayaan imasing-masing iberdasarkan ikemanusiaan iyang iadil idan iberadab.” 

iSelanjutnya, ipoin ipertama isila ikedua imengakui ikesetaraan, ipersamaan ihak idan 
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ikewajiban iyang isama idi iantara iorang-orang.12 

Pengakuan ihak iasasi imanusia itercantum idalam ipembukaan iUUD i1945. iNegara 

iIndonesia iadalah inegara ihukum iyang imenjunjung itinggi ikepentingan ihak iasasi 

imanusia isehingga imenjadi ihal iyang iharus idiperhatikan ioleh iwarga inegara 

iIndonesia idan itidak iboleh idiabaikan, iatau ibahkan idianggap isepele, isehingga idi 

ibawah iini iadalah iundang-undang iyang imemuat imasalah ihak iasasi imanusia, 

itermasuk:13 

1. iPembukaan iUUD i1945 ialinea ipertama 

2. iPembukaan iUUD i1945 ialinea ikeempat, 

3. iKetetapan iMPR iNomor. iXVII/MPR/1998, 

4. iUU iNomor. i39 iTahun i1999, 

Pengadilan iHAM imerupakan iupaya iuntuk imenjamin ihak iasasi imanusia idi 

iIndonesia, isehingga ididirikan: 

1. iKomnas iHAM 

2. iPengadilan iHAM 

Hak iasasi imanusia idi iIndonesia ididasarkan ipada ikonstitusi iNKRI. iOleh ikarena iitu, 

ipenegakan ihukum idan ihak iasasi imanusia iharus idilakukan isecara itegas, itidak 

idiskriminatif, idan ikonsisten. iKegiatan iyang idapat idilakukan idalam iProgram 

iPenegakan iHAM iadalah:14 

1. iPenguatan iupaya iantikorupsi imelalui ipelaksanaan iRencana iAksi iNasional 

 
12

 iNasution, iL. iA. iA., i& iHarahap, iF. iY. i(2019). iHak iAsasi iManusia 
13 Ibid. 
14

 iNasution, iA. iR. i(2016). iUrgensi iPendidikan iKewarganegaraan isebagai iPendidikan iKarakter 

iBangsa iIndonesia imelalui iDemokrasi, iHAM idan iMasyarakat iMadani. iJupiis: iJurnal iPendidikan 

iIlmu-Ilmu iSosial, i8(2) 
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iPemberantasan iKorupsi i2004-2009. 

2. iImplementasi iRencana iAksi iNasional iHak iAsasi iManusia i2004-2009 

isebagai igerakan inasional. 

3. iMemperkuat ipenegakan ihukum iterhadap ipemberantasan ikejahatan iterorisme 

idan ipenyalahgunaan inarkoba iserta iobat iberbahaya ilainnya. 

4. iMemperbarui imateri ihukum iyang iberterkaitan ierat idengan ipemberantasan 

ikorupsi. 

5. iMencari ibukti iakuntabilitas ikinerja iberupa idokumen/catatan idari ilembaga ipublik 

idan ilembaga ipemerintah iuntuk imendukung ipenegakan ihukum idan ihak iasasi 

imanusia. 

Secara iumum, ipenjelasan idari iisi iUU iNo. i39 itahun i1999 itentang iHAM iadalah 

ibahwa imanusia idianugerahi ioleh iTuhan iYME iakal ibudi idan inurani iyang 

imemberikan ikepadanya ikemampuan iuntuk imembedakan iyang ibaik idan iyang 

iburuk iyang iakan imembimbing idan imengarahkan isikap idan iperilaku idalam 

imenjalani ikehidupannya. iDengan iakal ibudi idan inuraninya iitu, imaka imanusia 

imemiliki ikebebasan iuntuk imemutuskan isendiri iperilaku iatau iperbuatannya. 

iDisamping iitu, iuntuk imengimbangi ikebebasan itersebut imanusia imemiliki 

ikemampuan iuntuk ibertanggung ijawab iatas isemua itindakan iyang idilakukannya.15 

Untuk imelaksanakan ikewajiban iyang idiatur idalam iUUD i1945 itersebut, iMPR 

iRepublik iIndonesia idengan iKetetapan iMPR iRI iNomor iXVII/MPR/1998 itentang 

iHAM imenugaskan ikepada iLembaga-Lembaga iTinggi iNegara idan 

imenyebarluaskan ipemahaman imengenai iHAM ikepada iseluru imasyarakat, iserta 

 
15

 iGinting, iR. i(2003). iPenegakan iHak iAsasi iManusia iDi iIndonesia. 
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isegera imeratifikasi iberbagai iinstrumen iPBB itentang iHAM, isepanjang itidak 

ibertentangan idengan iPancasila idan iUUD i1945. 

Di isamping ikedua isumber ihukum idi iatas ipengaturan imengenai iHAM ipada 

idasarnya isudah itercantum idalam iberbagai iperaturan iperundangundangan, 

itermasuk iundang-undang iyang imengesahkan iberbagai ikonvensi iinternasional 

imengenai iHAM. iNamun iuntuk imemayungi iseluruh iperaturan iperundang-

undangan iyang isudah iada iperlu idibentuk iUU itentang iHAM.16 

Dasar ipemikiran ipembentukan iUU iini iadalah isebagai iberikut i: 

a. iTuhan iYang iMaha iEsa iadalah ipencipta ialam isemesta idengan isegala iisinya; 

b. iPada idasarnya, imanusia idianugerahi ijiwa, ibentuk, istruktur, ikemampuan, 

ikemauan iserta iberbagai ikemudahan ioleh iPenciptanya iuntuk imenjamin ikelanjutan 

ihidupnya; 

c. iUntuk imelindungi, imempertahankan, idan imeningkatkan imartabat imanusia, 

idiperlukan ipengakuan idan iperlindungan iHAM, ikarena itanpa ihal itersebutmanusia 

iakan ikehilangan isifat idan imartabatnya, isehingga idapat imendorong imanusia 

imenjadi iserigala ibagi imanusia ilainnya i(homo ihomini ilupus) 

d. iKarena imanusia imerupakan imakhluk isosial, imaka iHAM iyang isatu idibatasi ioleh 

iHAM iyang ilain, isehingga ikebebasan iatau iHAM ibukanlah itanpa ibatas; 

e. iHAM itidak iboleh idilenyapkan ioleh isiapapun idan idalam ikeadaan iapapun; 

f. iSetiap iHAM imengandung ikewajiban iuntuk imenghormati iHAM iorang ilain, 

isehingga idalam iHAM iterdapat ikewajiban idasar; 

g. iHAM iharus ibenar-benar idihormati, idilindungi idan iditegakkan idan iuntuk iitu 

ipemerintah, iaparatur iNegara idan ipejabat ipublic ilainnya imempunyai ikewajiban idan 

 
16

 iGinting, iR. i(2003). iPenegakan iHak iAsasi iManusia iDi iIndonesia. 
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itanggung ijawab imenjamin iterselenggaranya ipenghormatan, iperlindungan idan 

ipenegakan iHAM. 

Dalam iUU iini ipengaturan imengenai iHAM iditentukan idengan iberpedoman ipada 

iDeklarasi iHAM iPBB, iKonvensi iPBB itentang ipenghapusan isegala ibentuk 

idiskriminasi iterhadap iwanita, iKonvensi iPBB itentang ihak-hak ianak idan iinstrumen 

iinternasional ilain iyang imengatur imengenai iHAM. iMateri iUU iini idisesuaikan ijuga 

idengan ikebutuhan ihukum imasyarakat idan ipembangunan iHukum inasional iyang 

iberdasarkan iPancasila idan iUUD i1945.17 

4. Pengertian iPeggantian iJenis iKelamin 

 Penggantian iatau iTranseksual iberasal idari ibahasa iInggris itrans idan isexual. iTrans 

iberarti itransisi iatau igerakan isedangkan iseks ididefinisikan isebagai iklasifikasi 

ibiologis itubuh, ifisiologi ilaki-laki iatau iperempuan ibiasanya iditentukan ioleh iorgan 

iseks ieksternal, iseks iinternal idan iorgan ireproduksi, ikromosom, ihormon idan 

iperkembangan iseksual isekunder ipada imasa ipubertas i(bodies iwith ian iambiguous 

ibiological isex, iie iwith iboth imale iand ifemale icharacteristics iare isometimes 

icharacterised ias ihermaphrodite ior iintersex).18
 iDalam ihal iini, iseorang itransgender 

imerasa ibahwa iperbedaan itersebut imembuatnya ilebih icondong iuntuk imelakukan 

ioperasi ianatomi ipada ibagian-bagian itertentu itubuhnya isehingga iia imerasa icocok 

idengan itubuh iatau ijenis ikelaminnya iyang iia ianggap isebagai ijati idirinya. 

 Kebanyakan itransgender imemiliki isosok iyang inormal idan isempurna. iOrang 

itransgender idapat iberpakaian idan iberperilaku iseperti ilawan ijenis, idan idapat 

 
17

 iGinting, iR. i(2003). iPenegakan iHak iAsasi iManusia iDi iIndonesia. 
18

 iGibtiah, iG. i(2014). iStudi iPerbandingan itentang iKhunsa idengan iTransseksual idan iTransgender 

i(Telaah iPemikiran iUlama’Klasik iDan iUlama’Modern). iIntizar, i20(2), i349-362. 
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imemilih iuntuk imenggunakan ihormon iatau imenjalani ioperasi iuntuk imengubah 

ipenampilan ialat ikelamin iluarnya, iyang idisebut isebagai isex ireassignment isurgery. 

iBerbeda idengan itransgender. iTransgender iadalah ipola iperilaku iindividu idan 

ikelompok iyang imenggunakan iatribut igender idi iluar iatribut iyang idikonstruksi 

isecara isosial, idianggap imenyimpang idari iperan ijenis ikelamin i(laki-laki iatau 

iperempuan), inilai, inorma idan iagama isecara iumum, itetapi itidak iselalu iditentukan 

isejak ilahir. 

Namun ipada isaat iini ifenomena iyang iterjadi ididalam imasyarakat iadalah iOperasi 

iPenggantian iKelamin i(Sex iReassigment iSurgery) idilaksanakan idengan itujuan 

iuntuk imengubah ialat ikelamin ipasien isehingga imirip idengan ialat ikelamin ilawan 

ijenisnya. iPada iprakteknya ibeberapa iOperasi iPenggantian iKelamin i(Sex 

iReassigment iSurgery) idilakukan idengan ialasan iuntuk imengubah ialat ikelamin 

itranseksual iwalaupun isebenarnya ialat ikelamin imereka inormal isecara ianatomis.19
 

iDengan ikata ilain, ikaum itranseksual iini imelakukan ioperasi iuntuk imengubah ijenis 

ikelamin ibawaan ilahirnya ihanya imengikuti ikeinginan ijiwanya imeskipun idalam 

ikenyataannya imereka isudah iterlahir idengan ikondisi ijenis ikelamin iyang isempurna. 

iOperasi iPenggantian iKelamin i(Sex iReassigment iSurgery) iyang idilakukan 

iterhadap iTranseksual iberbeda idengan iOperasi iPenyempurnaan iKelamin iyang 

idilakukan iterhadap ipenderita ihermaprodit iatau ikelamin iganda. 

Dalam idunia ikedokteran imodern idikenal ibeberapa iistilah iatau ibentuk ioperasi 

kelamin, isecara igaris ibesar iada i3 imacam, isebagai iberikut.20 

1. Operasi iperbaikan iatau ipenyempurnaan ikelamin iadalah ioperasi iyang 

 
19

 iFitri, iF., i& iJulianty, iW. i(2005). iPsikologi iabnormal iklinis idewasa. iJakarta: iUniversitas 

Indonesia. 
20

 iMaesaroh, iS. i(2018). iOperasi ikelamin itranseksual idalam ikajian ihukum iIslam. iThafa iMedia. 
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idilakukan iterhadap iorang iyang isejak ilahir imemiliki ikelainan iatau 

igangguan iorgan ikelamin i(kelainan icongenital). iContohnya i: iseperti ipenis 

iatau ivagina iyang itidak iberlobang/saluran iorgan ikelamin iluarnya i(urethra) 

inya itidak isempurna,atau iterhadap ipenderita iyang imempunyai isaluran 

ikelamin iluar i(urethra) itidak ipada itempatnya iyang idikenal idengan iistilah 

i(Hipospadia). 

2. Operasi iPenyesuaian ikelamin iatau ioperasi imemperjelas isalah isatu ijenis 

iorgan ikelamin, iYaitu ioperasi ikelamin iyang idilakukan idengan icara 

ipembuangan isalah isatu idari ikelamin iganda, iyang idilakukan iterhadap ibayi, 

ianak iatau ipenderita iyang imempunyai iorgan igenetalia iekstema iyang itidak 

ijelas iapakah ilaki-laki iatau iperempuan, iatau iterhadap ipenderita iyang 

imempunyai igambaran ikedua ijenis ikelamin ibaik ilaki-laki imaupun 

iperempuan isekaligus i(terdapat idua iorgan ikelamin iluar isekaligus iyaitu 

ipenis idan ivagina, iyang ikemudian idikenal idengan iistilah iinterseks 

3. Operasi iPergantian iKelamin, iyaitu ioperasi ikelamin iyang idilakukan 

iterhadap iorang iyang isejak ilahir imemiliki ikelamin ibiologis inormal iapakah 

isebagai ilaki-lai iatau iperempuan, itetapi idalam iperkembangan iselanjutnya 

imengalami ipermasalahan ipsikis idan iperilaku iyang ikemudian itimbul 

ipermasalahan iidentitas ikelamin ipskisnya iberlawanan idengan iorgan 

ikelamin ibiologisnya, ikondisi iini iyang idikenal idengan iistilah igangguan 

iTranseksual. 

Dari iketiga imacam ibentuk ioperasi ikelamin itersebut idi iatas, idua idiantaranya iadalah 

ioperasi ikelamin iyang ikerap idilakukan ioleh ikaum itranseksual. iNamun iterdapat 

iperbedaan iantara ikeduanya iyaitu iApabila ioperasi ipenyesuaian ijenis ikelamin 
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ibiasanya ihanya idilakukan ioleh iorang-orang iyang imemiliki ijenis ikelamin iganda 

inamun ipada ioperasi ipergantian ijenis ikelamin ijustru ioperasi ikelamin idilakukan 

ioleh iorang-orang iyang imemiliki ijenis ikelamin iyang isempurna idan ialat ikelamin 

iyang iberfungsi inormal. 

 

Terhadap ioperasi ipergantian ikelamin ibagi itranseksual iterdiri idari idua imacam 

yaitu imale-to-female itranssexual i(laki-laki iyang imeyakini ibahwa idirinya 

isesungguhnya iadalah iseorang iperempuan) idan ifemale-to-male itranssexual 

i(perempuan iyang imeyakini ibahwa idirinya isesungguhnya iadalah iseorang ilaki-

laki).21 

Di iIndonesia imemang ibelum iada iaturan ikhusus iyang imengatur itentang iperubahan 

ijenis ikelamin ibagi iTranseksual. iSelanjutnya iapabila itranseksual itelah imelakukan 

iOperasi iPenggantian iKelamin i(Sex iReassignment iSurgery), imaka itranseksual 

itersebut idapat imengajukan ipermohonan ipengubahan ijenis ikelamin imelalui 

ipengadilan inegeri isetempat. iAdapun idasar ihukum ipermohonan ipergantian ijenis 

ikelamin itersebut idiajukan imerujuk ipada iPasal i56 iayat i(1) iUU iAdministrasi 

iKependudukandiatur ibahwa ipencatatan iperistiwa ipenting ilainnya idilakukan ioleh 

iPejabat iPencatatan iSipil iatas ipermintaan iPenduduk iyang ibersangkutan isetelah 

iadanya ipenetapan ipengadilan inegeri iyang itelah imemperoleh ikekuatan ihukum 

itetap. iSedangkan iyang idimaksud idengan i“peristiwa ipenting ilainnya”, idijelaskan 

idalam iPenjelasan iPasal i56 iayat(1) iUU iAdministrasi iKependudukan 

isebagaiberikut:“Yang idimaksud idengan i"Peristiwa iPenting ilainnya" iadalah 

 
21

 iAndriani, iA., i& iAntasari, iR. iR. i(2019). iKajian iTeori iEksistensi iStatus iHukum iTranseksual 

iTerhadap iPerubahan iJenis iKelamin iPasca iPenetapan iPengadilan. iJurnal iRaden iFatah 

iMuamalah. 
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iperistiwa iyang iditetapkan ioleh ipengadilan inegeri iuntuk idicatatkan ipada iInstansi 

iPelaksana, iantara ilain iperubahan ijenis ikelamin.”.22 

5. i i i i i i i i iPutusan iPengadilan iNegeri iKebumen iNomor i1/Pdt.P/2021/Pn iKbm 

Pada itanggal i18 iFebruari i2021 itelah iterjadi ipersidangan idi iPengadilan iNegeri 

iKebumen iyang imemeriksa iperkara iperdata idan itelah imemberikan iputusan iterkait 

ipermohonan ipenggantian ijenis ikelamin iyang idiajukan ioleh iPemohon iatas inama 

iDedi iSukma iPratama. iPemohon imendaftarkan ipermohonannya ipada itanggal i6 

iJanuari i2021 idengan isurat ipermohonannya itertanggal i6 iJanuari i2021 iyang 

iditerima idan ididaftar idi iKepaniteraan iPengadilan iNegeri iKebumen ipada itanggal i8 

iJanuari i2021, idengan inomor iregister i1/Pdt.P/2021/PN iKbm. 

 Berdasarkan isurat iyang idiajukan iPemohon itersebut ikepada iPengadilan iNegeri 

iKebumen itelah imengemukakan ihal-hal iyang imenjadi idasar idan ialasan 

idiajukannya ipermohonan, iyaitu: 

1. Bahwa iPemohon idilahirkan idi iKebumen ipada itanggal i28 iDesember i1988 ianak 

i ikandung idari ipasangan isuami iisteri iCahya iNugroho idan iBudi iAstuti 

iSetyorini; 

2. Bahwa iorang itua iPemohon imenikah iyang ikemudian ibercerai ipada itanggal i31 

iMaret i1999, iberdasarkan iKutipan iAkta iCerai iNomor i263/AC/1999/PA.Kbm 

iyang idikeluarkan ioleh iPengadilan iAgama iKebumen; 

3. Bahwa iPemohon idilahirkan isebagai ianak ilaki-laki ipasangan isuami iisteri iatas 

inama iCahyo i iMugroho idan iBudi iAstuti iSetyorini, inamun idalam 

 
22 iAndriani, iA., i& iAntasari, iR. iR. i(2019). iKajian iTeori iEksistensi iStatus iHukum iTranseksual 

iTerhadap iPerubahan iJenis iKelamin iPasca iPenetapan iPengadilan. iJurnal iRaden iFatah 

iMuamalah. 
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iperkembangannya, iciri ifisik i iada ikelainan iseperti icontoh itidak imemiliki ijakun; 

4. Bahwa iselama iproses ipertumbuhan idari ianak-anak ihingga idewasa, iciri-ciri 

ifisik i iPemohon ilebih imengarah ikepada iperempuan, iseperti icontoh isedari ikecil 

iPemohon ihanya isuka imemainkan imainan iperempuan i(boneka, imemakai ibaju 

ibaju iperempuan); 

5. Bahwa isetelah idilakukan ipemeriksaan idi iRajyindee iHospital iyang iberada idi i 

iThailand, iPemohon ididiagnosa imengalami iGender iDysphoria. iSehingga 

isetelah i iitu iPemohon imelakukan ioperasi iperubahan ijenis ikelamin idari ijenis 

ikelamin i ilaki-laki imenjadi iperempuan, iberdasarkan isurat iketerangan 

icertificated iby i iattending idoctor idari iRajyindee iHospital iyang iberalamat idi 

i199 iRajyindee iRd. i iHatyai iSongklha iThailand, iyang idibuat ioleh iDoctor 

iKuldech iTechanparukse; 

6. Bahwa isetelah iproses ioperasi iperubahan ijenis ikelamin iselesai, i imaka iPemohon 

isudah iberubah imenjadi iseorang iperempuan, ibukan ilagi iseorang i ilaki-laki; 

7. Bahwa iuntuk iitu iPemohon ijuga ibermaksud imeminta ipenetapan iagar inama i 

iPemohon iyang isemula ibernama iDEDI iSUKMA iPRATAMA idiganti imenjadi 

i iKEKE iAMORA iNAZWA iZANETTA; 

8. Bahwa iuntuk imengganti inama iPemohon itersebut iterlebih idahulu iharus iada i 

ipenetapan idari iPengadilan iNegeri idalam ihal iini iPengadilan iNegeri iKebumen i 

iadalah iinstansi iyang iberwenang iuntuk imenetapkannya; 

Berdasarkan ihal-hal itersebut idi iatas, iselanjutnya iPemohon imenyampaikan i 

ipetitumnya iagar iBapak iKetua/Hakim iPengadilan iNegeri iKebumen iberkenan i 

imenerima ipermohonannya iselanjutnya imemberikan ipenetapan isebagai iberikut: 

1. Mengabulkan ipermohonan iPemohon; 
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2. Menyatakan iPemohon iDEDI iSUKMA iPRATAMA itersebut iberubah 

ijenis ikelamin idari ijenis ikelamin ilaki-laki imenjadi ikelamin iperempuan; 

3. Menetapkan ipergantian inama iPemohon isemula iDEDI iSUKMA iPRATAMA 

imenjadi inama iKEKE iAMORA iNAZWA iZANETTA; 

4. Menetapkan imenurut ihukum iPemohon idianggap imempunyai ihak idan i 

ikewajiban isebagai ilayaknya iseorang iperempuan; 

5. Memerintahkan ikepada iPegawai iDinas iKependudukan idan iPencatatan iSipil i 

iKabupaten iKebumen iuntuk imenukis/mencatat idalam iregister iyang i 

ibersangkutan; 

6. Membebankan ikepada iPemohon iuntuk imembayar isegala ibiaya iyang itimbul i 

idalam ipermohonan iini; 

Menimbang, ibahwa ipada ihari isidang iyang itelah iditentukan iKuasa i iPemohon 

idan iPemohon ihadir idi ipersidangan idan isetelah iPemohon imembacakan i isurat 

ipermohonannya, iPemohon imenyatakan itetap ipada ipermohonannya; 

Menimbang, ibahwa iuntuk imemperkuat idalil-dalil ipermohonannya, i iPemohon 

imengajukan isurat-surat ibukti isebagai iberikut: 

1. Foto icopy isesuai idengan iaslinya iKartu iTanda iPenduduk iatas inama iDedy i 

iSukma iPratama, idiberi itanda ibukti iP.1. 

2. Foto icopy isesuai idengan iaslinya iKutipan iAkta iKelahiran iyang idikeluarkan 

ioleh i iKantor iCatatan iSipil iKabupaten iKebumen iDati iII iKebumen, iNomor: i 

i2071/UM/1992, itertanggal i24 iMaret i1992 iatas inama iDedy iSukma iPratama, 

i idiberi itanda ibukti iP.2. 

3. Foto icopy idari ifoto icopy iKartu iKeluarga iNomor: i3305140512180004 iatas i 

inama iBudhi iAstuti iSetyorini, idiberi itanda ibukti iP.3. 
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4. Foto icopy isesuai idengan iaslinya iIjazah iSekolah iMenengah iAtas iNegeri i1 i 

iPejagoan iKebumen, itertanggal i19 iJuni i2006, iN0.DN-03 iMa i0128325, iatas 

inama iDEDI iSUKMA iPRATAMA, idiberi itanda ibukti iP.4. 

5. Foto icopy isesuai idengan iaslinya iIjazah iSekolah iMenengan iPertama iNegeri 

i3 i iKaranganyar iKebumen, itertanggal i12 iJuni i2013, iNo.DN i03 iDI i0579238, 

iatas i inama iDEDI iSUKMA iPRATAMA, idiberi itanda ibukti iP.5. 

6. Foto icopy isesuai idengan iaslinya iCertificated iby iAttending iDoctor idari i 

iRajyindee iHospital, itertanggal i15 iDesember i2017, iNo.(A81) i6012150003, 

iatas inama iMr. iDEDI iSUKMA iPRATAMA, idiberi itanda ibukti iP.6. 

7. Foto icopy isesuai idengan iaslinya iSurat iKeterangan/ iPengantar idari iKepala 

iDesa iKaranggedang, iKecamatan iSruweng, iKabupaten iKebumen, iNomor: i 

i045/10/I/2021, itertanggal i2 iJanuari i2021, iatas inama iDEDI iSUKMA i 

iPRATAMA, idiberi itanda ibukti iP.7. 

Menimbang, ibahwa iuntuk imenguatkan idalil-dalil ipermohonannya, i iPemohon itelah 

imengajukan i3 i(tiga) iorang iSaksi, iyaitu iSaksi iAngguntika i iWahyuningtyas, iSaksi 

iAdisti iPrihantari, idan iorang itua i(ibu) iPemohon iatas inama i iBudhi iAstuti iSetyorini, 

iyang itelah ididengar iketerangannya idi ibawah isumpah, i iyaitu: 

1. Saksi iAngguntika iWahyuningtyas, iyang ipada ipokoknya imemberikan 

iketerangan isebagai iberikut: 

a) Bahwa iPemohon imemberikan iketerangan iberkaitan idengan ipermohonan i iganti 

ijenis ikelamin iyang idiajukan iPemohon. 

b) Bahwa iSaksi ikenal idengan iPemohon idimana iSaksi ibertetangga idan isejak i 

ikecil isering imain ibersama. 

c) Bahwa iSaksi idengan iPemohon imain iboneka idan imain ipasar-pasaran. 
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d) Bahwa iPemohon iwaktu isekolah iSD ijika isholat idi imusholla isukanya i 

imemakai imukena ibukannya isarung. 

e) Bahwa iPemohon iwaktu iremaja iperilakunya iseperti iseorang iperempuan, i isuka 

imengajar inari ipara itetangga, isuka idandan-dandanan iperempuan, iyaitu i 

imemakai ibedak idan ilipstick. 

f) Bahwa iPemohon isetelah ilulus iSekolah iLanjutan iAtas imerantau ibekerja idi i 

iJakarta, idan isetelah imempunyai iuang iyang icukup ikemudian iPemohon i ioperasi 

ialat ikelaminnya idi iTahiland iuntuk ikejelasan istatus ijenis ikelaminnya. 

2. Saksi iAdisti iPrihantari, iyang ipada ipokoknya imemberikan iketerangan isebagai i 

iberikut: 

a) Bahwa iSaksi ikenal idengan iPemohon idimana iSaksi iadalah isaudara iPemohon i 

iyaitu iadik iPemohon. 

b) Bahwa iPemohon iperilakunya iseperti ianak iperempuan, itidak isuka imain i isama 

ianak ilaki-laki, idan isukanya imain isama ianak iperempuan idiantaranya i imain 

iboneka iberby, imasak-masakan, idan imenari. 

c) Bahwa iPemohon isetelah ilulus isekolah ilanjutan iatas ijika ikeluar irumah i 

imengenakan ipakaian iperempuan idan irambutnya imenggunakan iwig. 

d) Bahwa iPemohon imempunyai ialat ikelamin ilaki-laki idan isetelah imelakukan 

ioperasi idi iThailand ipada itahun i2017 itelah iberubah imenjadi ialat ikelamin 

iperempuan. 

3. Saksi iBudhi iAstuti iSetyorini i(ibu iPemohon) iyang imemberikan iketerangan i 

isebagai iberikut: 

a) Bahwa iPemohon idilahirkan ipada itanggal i28 iDesember i1988 idi iRSUD i 

iKebumen, ijenis ikelamin ilaki-laki, idan idiberi inama iDEDI iSUKMA i 
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iPRATAMA 

b) Bahwa ipernikahannya idengan ibapak iPemohon ipada itahun i1988 ikemudian 

isejak itahun i1995 ipisah iranjang idan iakhirnya ibercerai itahun i1999. 

c) Bahwa isejak iberumur ikurang ilebih i3 i(tiga) itahun iPemohon isukanya imain i 

iboneka idan ijika ilatihan imenjalankan isholat isering imemakai ikerudung idan i 

imukena. 

d) Bahwa iketika isekolah iSMP ipayudaranya itumbuh itapi ikecil itidak iseperti i 

ipayudara iperempuan isebayanya, ikemudian isaat isekolah iSMA isuka idandan i 

iseperti iperempuan idan imemakai ilisptik iserta idi isekolah idiolok-olok iseperti i 

ibencong, ibahkan iSaksi ipernah idipanggil iguru iSMA-nya idiberitahu ijika ianak i 

iSaksi i(Pemohon) isukanya imain isama iteman-teman iperempuannya idan itidak i 

imau imain isama iteman ilaki-lakinya. 

e) Bahwa isetelah ilulus iSMA ikemudian ianak iSaksi i(Pemohon) imerantau i ibekerja 

idi iJakarta, idan isetelah imempunyai iuang iyang icukup ikemudian ianak i iSaksi 

i(Pemohon) ipamitan iingin ioperasi ialat ikelaminnya idi iThailand idengan i itujuan 

iuntuk ikejelasan istatus ijenis ikelaminnya idan iSaksi iijinkan. 

Keterangan iSaksi-Saksi itersebut idi iatas iPemohon imembenarkannya. i iSelanjutnya 

iatas ikesempatan iyang idiberikan iPemohon itidak imengajukan iapapun i ilagi idi 

ipersidangan idan ipada iintinya imemohon ipenetapan. 

Menimbang, ibahwa iuntuk imempersingkat iuraian ipenetapan iini, imaka i isegala 

isesuatu iyang iterjadi idalam ipersidangan isebagaimana itermuat idalam iBerita i iAcara 

iPersidangan, idianggap itelah itermasuk idan idipertimbangkan ipula iserta i imenjadi 

ibagian iyang itidak iterpisahkan idengan ipenetapan iini; 

Tentang iHukumnya: i 
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Menimbang, ibahwa imaksud idan itujuan ipermohonan iPemohon iadalah i 

isebagaimana idiuraikan itersebut idi iatas: 

Menimbang, ibahwa iberdasarkan isurat ipermohonan iPemohon idapat i idisimpulkan 

ibahwa imaksud idan itujuan iPemohon imengajukan ipermohonannya i iadalah iagara 

ipengadilan imenetapkan idiri iPemohon iyang isemula iberjenis ikelamin i ilaki-laki 

idirubah idan iditetapkan imenjadi iberjenis ikelamin iperempuan idan inama i iPemohon 

iyang isemula ibernama iDEDI iSUKMA iPRATAMA imenjadi inama iKEKE 

iAMORA iNAZWA iZANETTA. 

Menimbang, ibahwa iuntuk imenguatkan idalil-dalil ipermohonannya i iPemohon 

itelah imengajukan ibukti isurat-surat itertanda iP.1 isampai idengan iP.7 idan i3 i(tiga) 

iorang iSaksi, iyaitu iSaksi iAngguntika iWahyuningtyas, iSaksi iAdisti i iPrihantari idan 

iSaksi iBudhi iAstuti iSetyorini. 

Menimbang, ibahwa isesuai iketentuan ipasal i56 iAyat i(1) iUndang-Undang i iNoor i24 

iTahun i2013 itentang iperubahan iatas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i i2006 

itentang iAdministrasi iKependudukan iyang iberbunyi iPencatatan iPeristiwa i 

iPenting ilainnya idilakukan ioleh iPejabat iPencatatan iSipil iatas ipermintaan i 

ipenduduk iyang ibersangkutan isetelah iadanya iputusan iPengadilan iNegeri iyang 

itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap, idi idalam ipenjelasannya i“peristiwa i 

ipenting ilainnya” iadalah iperistiwa iyang iditerapkan ioleh iPengadilan iNegeri iuntuk i 

idicatatkan ipada iInstansi iPelaksana, iantara ilain iperubahan ijenis ikelamin. 

Menimbang, ibahwa ibukti iP.2 iberupa ifoto icopy iKutipan iAkta iKelahiran i iNomor 

i2071/U/1992 idari iKantor iCatatan iSipil iKabupaten iKebumen idan ibukti iP.3 i 

iberupa ifoto icopy iKartu iKeluarga iNomor i3305140512180004 idari iKantor iDinas i 

iKependudukan idan iPencatatan iSipil iKabupaten iKebumen, idiperoleh ifakta ibahwa 
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i iPemohon ilahir isebagai iseorang ilaki-laki idi iKebumen ipada itanggal i28 iDesember 

i i1988 ianak ipertama idari isuami iisteri iCahyo iNugroho idan iBudi iAstuti iSetyorini. 

Menimbang, ibahwa iberdasarkan ibukti iP.6 iyang iisinya imenggunakan i ibahasa 

iasing i(Inggris idan iThailand) idimana ibukti itersebut itidak iditerjemahkan i ike idalam 

ibahasa iIndonesia idan itidak ipula idihadirkan ipenerjemah iyang i iberkompetensi 

iuntuk imenerjemakahkannya iagar itidak iterjadi isalah imenafsirkan i ibahasa, imaka 

ibukti iP.6 iharus idikesampingkan. 

Menimbang, ibahwa isebagaimana ibukti-bukti iyang idiajukan iPemohon i itertanda 

iP.1 isampai idengan ibukti iP.3, idi ibukti isurat iidentitas iPemohon itercatat iPemohon 

iberjenis ikelamin ilaki-laki idan idari iketerangan iSaksi-Saksi, iyaitu iIbu idan i iadik 

iPemohon iyang imenerangkan ijika iPemohon iterlahir isebagai iseorang ilaki-laki i idan 

imempunyai ialat ikelamin ilaki-laki. 

Menimbang, ibahwa isebagaimana ifakta ipersidangan iPemohon iterlahir i isebagai 

iseorang ilaki-laki inormal, ioleh ikarenanya imenurut ihakim ipermohonan iyang i 

idiajukan ioleh iPemohon itersebut ibukanlah ibentuk itindakan iyang itepat ioleh ikarena 

i ipersoalan iyang idihadapi iPemohon iini isebenarnya iberakar ipada ikondisi imental i 

iyang ipenanganannya ibukan imengubah iidentitas ikelamin/ igender iyang itelah i 

idiciptakan iAllah iSWT, imelainkan ipendekatan isecara ispiritual idan ikejiwaan, i 

iselain iitu iperubahan iidentitas ikelamin/gender idalam idokumen iPemohon iyang i 

iakan idilakukan ioleh iPemohon imerupakan itindakan iyang itidak iberdasarkan 

ihukum i idan ihakim imenilai itindakan iPemohon isama iartinya iPemohon itelah 

imenyalahi i ikodrat iyang itelah iAllah iSWT itakdirkan iatas idiri iPemohon iyang 

iterlahir isebagai i iseorang ilaki-laki. 

Menimbang, ibahwa iuntuk imenjaga ikeseimbangan inilai-nilai imoral iyang i ihidup 
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idalam imasyarakat idan iguna imencegah iterjadinya ipembelokan inilai-nilai i iyang 

idiyakini imasyarakat, imaka iberdasarkan iuraian-uraian ipertimbangan itersebut i idi 

iatas iterhadap ipermohonan iPemohon idinyatakan iditolak iuntuk iseluruhnya. 

Menimbang, ibahwa ioleh ikarena ipermohonan iPemohon itelah idinyatakan i 

iditolak iuntuk iseluruhnya, imaka ikepada iPemohon idibebankan iuntuk 

imembayar i ibiaya iperkara. 

Mengingat iketentuan iUndang-Undang iNomor. i48 iTahun i2009 itentang i 

iKekuasaan iKehakiman, iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i1986 itentang iPeradilan 

iUmum iyang itelah idiubah ipertama idengan iUndang-Undang iNomor i49 iTahun i 

i2009, iKetentuan iPasal i56 iAyat i(1) iUndang-Undang iNomor i24 iTahun i2013 i 

itentang iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2006 itentang i 

iAdministrasi iKependudukan idan iPeraturan iPerundang-Undangan ilainnya iyang i 

ibersangkutan idengan ipermohonan iini; 

Setelah isemua iyang imenjadi ipertimbangan ihakim itelah idikemukakan, iserta i 

idengan imemperhatikan iketentuan-ketentuan idan iperaturan iperundang-undangan i 

iyang iberhubungan idengan iperkara iini, imaka ihakim imenetapkan isebagai iberkut: 

1. Menolak ipermohonan iPemohon iuntuk iseluruhnya 

2. Membebankan ibiaya ipermohonan ikepada iPemohon isejumlah iRp i140.000,- 

i(Seratus iempat ipuluh iribu irupiah) 

B. iProfil iInstansi 

 1. iDeskripsi iInstansi 

a. Nama iInstansi 

Nama ilembaga itempat imagang iadalah iPengadilan iNegeri iMenggala iTerletak idi 

iJalan iCemara iKomplek iPerkantoran iPemda, iMenggala iSel., iKec. iMenggala, iKab. 
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iTulang iBawang, iLampung i34611. iPengadilan iNegeri iMenggala imemiliki ivisi idan 

imisi. iPengadilan iadalah ibadan iatau ibadan iresmi iyang imenyelenggarakan isistem 

iperadilan iberupa imemeriksa, imengadili, idan imemutus iperkara. iBentuk isistem 

iperadilan iyang idipraktikkan idi ipengadilan iadalah iforum ipublik iresmi idan 

iditegakkan iberdasarkan ihukum iacara iyang iada idi iIndonesia iuntuk imenyelesaikan 

iperselisihan idan imencari ikeadilan idalam imasalah iperdata, ipermohonan, isidang 

iperkara ianak, idan ipidana. iSetiap iorang imemiliki ihak iyang isama iuntuk imembawa 

ikasusnya ike ipengadilan, ibaik ihak ipenyelesaian isengketa imaupun ihak iperlindungan 

ipengadilan ibagi imereka iyang idituduh imelakukan itindak ikejahatan iataupun 

imemberikan ihak iperlindungan idan ikeadilan ibagi imereka iyang idituduh imelakukan 

itindak ikejahatan ikarena isetiap imanusia iberhak iatas ikeadilan idan iperlakuan iyang 

isama idimata ihukum. 

b. Logo iInstansi 

  

 i i i i i i i i 

Gambar. i1 iLambang iPengadilan iNegeri iMenggala 

 

BENTUK i 

Perisai i(Jawa:Tameng)/bulat itelur 

a. ISI: 

1) GARIS iTEPI 
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Lima igaris iyang imelingkar ipada isisi iluar ilambang imenggambarkan i5 i(lima isila 

idari iPancasila) 

2) TULISAN 

Tulisan i"PENGADILAN iNEGERI iMENGGALA” iyang imelingkar idi iatas 

isebatas igaris ilengkung iperisai ibagian iatas imenunjukkan iBadan, iLembaga 

ipengguna ilambang itersebut. 

3) LUKISAN iCAKRA 

Dalam icerita iwayang i(pewayangan), iCakra iadalah isenjata iKresna iberupa 

ipanah iberoda iyang idigunakan isebagai isenjata i"Pamungkas" i(terakhir). iCakra 

idigunakan iuntuk imemberantas iketidakadilan. iPada ilambang iMahkamah 

iAgung, iCakra itidak iterlukis isebagai iCakra iyang isering/banyak idijumpai 

imisalnya iCakra ipada ilambang iKostrad, ilambang iHakim, ilambang iIkahi idan 

ilain-lainnya iyakni iberupa ibentuknya iCakra. iJadi idalam ikeadaan i"diam" 

i(statis) iTidak idemikian ihalnya idengan icakra iyang iterdapat ipada iLambang 

iMahkamah iAgung. iCakra ipada ilambang iMahkamah iAgung iterlukis isebagai 

icakra iyang i(sudah) idilepas idari ibusurnya. iKala iCakra idilepas idari ibusurnya 

iroda ipanah i(Cakra) iberputar idan itiap iujung i(ada idelapan) iyang iterdapat ipada 

iroda ipanah i(cakra) imengeluarkan iapi. iPada ilambang iMahkamah iAgung iCakra 

idilukis isedang iberputar idan imengeluarkan ilidah iapi i(Belanda: ivlam). iCakra 

iyang irodanya iberputar idan imengeluarkan ilidah iapi imenandakan iCakra isudah 

idilepas idari ibusurnya iuntuk imenjalankan ifungsinya imemberantas 

iketidakadilan idan imenegakkan ikebenaran. iJadi ipada ilambang iMahkamah 

iAgung, iCakra idigambarkan isebagai iCakra iyang i"aktif", ibukan iCakra iyang 

i"statis". 
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4) PERISAI iPANCASILA 

Perisai iPancasila iterletak idi itengah-tengah iCakra iyang isedang imenjalankan 

ifungsinya imemberantas iketidakadilan idan imenegakkan ikebenaran. iHal iitu 

imerupakan icerminan idari iPasal i1 iUndang-Undang iNomor i14 iTahun i1970 

iyang irumusannya. i"Kekuasaan iKehakiman iadalah iKekasaan iNegara iyang 

imerdeka iuntuk imenyelenggarakan iperadilan iguna iuntuk imenegakkan ihukum 

idan ikeadilan iberdasarkan iPancasila, idemi iterselenggaranya iNegara iHukum 

iRepublik iIndonesia". 

Catatan: iRumusan iPasal i1 iUndang-Undang iNomor i4 iTahun i2004 isama 

idengan irumusan iPasal i1 iUndang-Undang iNomor i14 iTahun i1970. 

5) UNTAIAN iBUNGA iMELATI 

Terdapat i2 i(dua) iuntaian ibunga imelati imasing-masing iterdiri idari iatas i8 

i(delapan) ibunga imelati, imelingkar isebatas igaris ilengkung iperisai ibagian 

ibawah, i8 i(delapan) isifat iketeladanan idalam ikepemimpinan i(hastabrata). 

6) SELOKA i“DHARMMAYUKTI” 

Pada itulisan i"dharmmayukti" iterdapat i2 i(dua) ihuruf iM iyang iberjajar. iHal iitu 

idisesuaikan idengan ibentuk itulisan i"dharmmayukti" iyang iditulis idengan ihuruf 

iJawa. iDengan imenggunakan idouble iM. iHuruf i"A" iyang iterdapat ipada iakhir 

ikata i"dharma" iakan idilafal isebagai i"A" iseperti ipada iucapan ikata i"acara", 

i"dua", i"lupa" idan isebagainya. iApabila imenggunakan i1 i(satu) ihuruf i"M", ihuruf 

i"A" iyang iterdapat ipada iakhir ikata i"dharmma" imemungkinkan idilafal isebagai 

ihuruf i"O" iseperti i i i ilafal i i i i"O" i i i ipada i i i ikata i i i i"motor", i i i i"bohong" i i i idan i i i 

ilain-lainnya. iKata i"dharmma" imengandung iarti ibagus, iutama, ikebaikan. 

iSedangkan ikata i"yukti" imengandung iarti isesungguhnya, inyata. iJadi ikata 
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i"dharmmahyukti" imengandung iarti ikebaikan/keutamaan iyang inyata/yang 

isesungguhnya iyakni iyang iberwujud isebagai ikejujuran, ikebenaran idan 

ikeadilan. 

c. Peta iYuridiksi iPengadilan iNegeri iMenggala 

Pengadilan iNegeri iMenggala imemiliki i3 i(tiga) ikabupaten iwilayah ihukum iyaitu 

iKabupaten iTulang iBawang, iKabupaten iTulang iBawang iBarat idan iKabupaten 

iMesuji.23 

 

Gambar. i2 iPeta iKabupaten iTulang iBawang, iTulang iBawang iBarat, iMesuji 

d. Struktur iOrganisasi iPengadilan iNegeri iMenggala 

 

Gambar. i3 iStruktur iOrganisasi iPengadilan iNegeri iMenggala 

Tata iKelola iPengadilan iNegeri iMenggala idiatur idalam iperaturan iMahkamah 

 
23

 i ihttps://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan, i(Diakses 

ipada itanggal i12 iNovember i2022 iPukul i10.00 iWIB). i 

 

https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
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iAgung iRepublik iIndonesia iNomor i7 iTahun i2015 iTentang iOrganisasi idan iTata 

iKerja iKepaniteraan idan iKesekretariatan iPeradilan iyaitu: 

Kepaniteraan iPengadilan iNegeri iKelas iII iadalah iaparatur itata iusaha inegara iyang 

idalam imenjalankan itugas idan ifungsinya iberada idi ibawah idan itanggung ijawab 

iKetua iPengadilan iNegeri iKelas iII. iKepaniteraan iPengadilan iNegeri iKelas iII 

idipimpin ioleh iPanitera. iKepaniteraan iPengadilan iNegeri iKelas iII imempunyai 

itugas imelaksanakan ipemberian idukungan idibidang iteknis idan iadministrasi iperkara 

iserta imenyelesaikan isurat-surat iyang iberkaitan idengan iperkara. 

Dalam imelaksanakan itugas isebagaimana idimaksud ipada iPasal i71, iKepaniteraan 

iPengadilan iNegeri iKelas iII imenyelenggarakan ifungsi: 

a) Pelaksanaan ikoordinasi, ipembinaan idan ipengawasan ipelaksanaan itugas idalam 

ipemberian idukungan idibidang iteknis; 

b) Pelaksanaan ipengelolaan iadministrasi iperkara iperdata; 

c) Pelaksananaan ipengelolaan iadministrasi iperkara ipidana; 

d) Pelaksananaan ipengelolaan iadministrasi iperkara ikhusus; 

e) Pelaksananaan ipengelolaan iadministrasi iperkara, ipenyajian idata iperkara, idan 

itransparansi iperkara; 

f) Pelaksanaan iadministrasi ikeuangan iyang iberasal idari iAPBN idalam iprogram 

iteknis idan ikeuangan iperkara iyang iditetapkan iberdasarkan iperaturan idan 

iperundangundangan, iminutasi, ievaluasi idan iadministrasi iKepaniteraan; 

g) Pelaksanaan imediasi; 

h) Pembinaan iteknis ikepaniteraan idan ikejurusitaan; idan 

i) Pelaksanaan ifungsi ilain iyang idiberikan ioleh iKetua iPengadilan iNegeri. 

Susunan iOrganisasi iKepaniteraan iPengadilan iNegeri iMenggala iKelas iII, iterdiri 
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iatas: 

1) iPanitera iMuda iPerdata; 

2) iPanitera iMuda iPidana; 

3) iPanitera iMuda iHukum 

Pengadilan iNegeri iMenggala iKelas iII imempunyai itugas imelaksanakan ipemberian 

idukungan idibidang iteknis idan iadministrasi iperkara iserta imenyelesaikan isurat-surat 

iyang iberkaitan idengan iperkara. iDalam imelaksanakan itugas isebagaimana 

idimaksud ipada iPasal i74, iPanitera iPengadilan iNegeri iKelas iII imenyelenggarakan 

ifungsi: ipelaksanaan ikoordinasi, ipembinaan idan ipengawasan ipelaksanaan itugas 

idalam ipemberian idukungan idibidang iteknis, ipelaksanaan ipengelolaan iadministrasi 

iperkara iperdata, ipelaksananaan ipengelolaan iadministrasi iperkara ipidana, 

ipelaksananaan ipengelolaan iadministrasi iperkara ikhusus, ipelaksananaan 

ipengelolaan iadministrasi iperkara, ipenyajian idata iperkara, idan itransparansi 

iperkara, ipelaksanaan iadministrasi ikeuangan iyang iberasal idari iAPBN idalam 

iprogram iteknis idan ikeuangan iperkara iyang iditetapkan iberdasarkan iperaturan idan 

iperundang-undangan, iminutasi, ievaluasi idan iadministrasi iKepaniteraan, 

ipelaksanaan imediasi, ipembinaan iteknis ikepaniteraan idan ikejurusitaan idan 

ipelaksanaan ifungsi ilain iyang idiberikan ioleh iKetua iPengadilan iNegeri. 

Panitera iMuda iPerdata imempunyai itugas imelaksanakan iadministrasi iperkara idi 

ibidang iperdata. iDalam imelaksanakan itugas isebagaimana idimaksud idalam iPasal 

i76, iPanitera iMuda iPerdata imenyelenggarakan ifungsi: ipelaksanaan ipemeriksaan 

idan ipenelaahan ikelengkapan iberkas iperkara iperdata, ipelaksanaan iregistrasi 

iperkara igugatan idan ipermohonan, ipelaksanaan idistribusi iperkara iyang itelah 

idiregister iuntuk iditeruskan ikepada iKetua iMajelis iHakim iberdasarkan iPenetapan 
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iPenunjukkan iMajelis iHakim idari iKetua iPengadilan, ipelaksanaan ipenerimaan 

ikembali iberkas iperkara iyang isudah idiputus idan idiminutasi, ipelaksanaan 

ipemberitahuan iisi iputusan itingkat ipertama ikepada ipara ipihak iyang itidak ihadir, 

ipelaksanaan ipenyampaian ipemberitahuan iputusan itingkat ibanding, ikasasi idan 

ipeninjauan ikembali ikepada ipara ipihak, ipelaksanaan ipenerimaan idan ipengiriman 

iberkas iperkara iyang idimohonkan ibanding, ikasasi idan ipeninjauan ikembali, 

ipelaksanaan ipengawasan iterhadap ipemberitahuan iisi iputusan iupaya ihukum ikepada 

ipara ipihak idan imenyampaikan irelas ipenyerahan iisi iputusan ikepada iPengadilan 

iTinggi idan iMahkamah iAgung, ipelaksanaan ipenerimaan ikonsinyasi, ipelaksanaan 

ipenerimaan ipermohonan ieksekusi, ipelaksanaan ipenyimpanan iberkas iperkara iyang 

ibelum imempunyai ikekuatan ihukum itetap, ipelaksanaan ipenyerahan iberkas iperkara 

iyang isudah iberkekuatan ihukum itetap ikepada iPanitera iMuda iHukum, ipelaksanaan 

iurusan itata iusaha ikepaniteraan idan ipelaksanaan ifungsi ilain iyang idiberikan ioleh 

iPanitera. 

Panitera iMuda iPidana idi iPengadilan iNegeri iMenggala imempunyai itugas 

imelaksanakan iadministrasi iperkara idi ibidang ipidana. iDalam imelaksanakan itugas 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i78. iPanitera iMuda iPidana imenyelenggarakan 

ifungsi ipelaksanaan ipemeriksaan idan ipenelaahan ikelengkapan iberkas iperkara 

ipidana, ipelaksanaan iregistrasi iperkara ipidana, ipelaksanaan ipenerimaan 

ipermohonan ipraperadilan idan ipemberitahuan ikepada itermohon, ipelaksanaan 

idistribusi iperkara iyang itelah idiregister iuntuk iditeruskan ikepada iKetua iMajelis 

iHakim iberdasarkan iPenetapan iPenunjukkan iMajelis iHakim idari iKetua iPengadilan, 

ipelaksanaan ipenghitungan, ipenyiapan idan ipengiriman ipenetapan ipenahanan, 

iperpanjangan ipenahanan idan ipenangguhan ipenahanan, ipelaksanaan ipenerimaan 



 

35 
  

ipermohonan iizin ipenggeledahan idan iizin ipenyitaan idari ipenyidik, ipelaksanaan 

ipenerimaan ikembali iberkas iperkara iyang isudah idiputus idan idiminutasi, 

ipelaksanaan ipemberitahuan iisi iputusan itingkat ipertama ikepada ipara ipihak iyang 

itidak ihadir, ipelaksanaan ipenyampaian ipemberitahuan iputusan itingkat ibanding, 

ikasasi idan ipeninjauan ikembali ikepada ipara ipihak, ipelaksanaan ipenerimaan idan 

ipengiriman iberkas iperkara iyang idimohonkan ibanding, ikasasi idan ipeninjauan 

ikembali, ipelaksanaan ipengawasan iterhadap ipemberitahuan iisi iputusan iupaya 

ihukum ikepada ipara ipihak idan imenyampaikan irelas ipenyerahan iisi iputusan ikepada 

iPengadilan iTinggi idan iMahkamah iAgung, ipelaksanaan ipemberitahuan iisi iputusan 

iupaya ihukum ikepada iJaksa iPenuntut iUmum idan iTerdakwa, ipelaksanaan 

ipenerimaan ipermohonan ieksekusi, ipelaksanaan ipenyimpanan iberkas iperkara iyang 

ibelum imempunyai ikekuatan ihukum itetap, ipelaksanaan ipenyerahan iberkas iperkara 

iyang isudah iberkekuatan ihukum itetap ikepada iPanitera iMuda iHukum, ipelaksanaan 

iurusan itata iusaha ikepaniteraan, idan ipelaksanaan ifungsi ilain iyang idiberikan ioleh 

iPanitera. iPanitera iMuda iHukum iPengadilan iNegeri iMenggala imempunyai itugas 

imelaksanakan ipengumpulan, ipengolahan idan ipenyajian idata iperkara, ipenataan 

iarsip iperkara iserta ipelaporan. iDalam imelaksanakan itugas isebagaimana idimaksud 

idalam iPasal i83, iPanitera. 

Berikut iyaitu itata ikelola idan iorganisasi iyang iada idi iPengadilan iNegeri iMenggala 

iyang isesuai idengan iperaturan iMahkamah iAgung iRepublik iIndonesia iNomor i7 

iTahun i2015 iTentang iOrganisasi idan iTata iKerja iKepaniteraan idan iKesekretariatan 

iPeradilan iMuda iHukum imenyelenggarakan ifungsi: ipelaksanaan ipengumpulan, 

ipengelolaan idan ipenyajian idata iperkara, ipelaksanaan ipenyajian istatistik iperkara, 

ipelaksanaan ipenyusunan idan ipengiriman ipelaporan iperkara, ipelaksanaan 
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ipenataan, ipenyimpanan idan ipemeliharaan iarsip iperkara, ipelaksanaan ikerja isama 

idengan iArsip iDaerah iuntuk ipenitipan iberkas iperkara, ipelaksanaan ipenyiapan, 

ipengelolaan idan ipenyajian ibahan-bahan iyang iberkaitan idengan itransparansi 

iperkara, ipelaksanaan ipenghimpunan ipengaduan idari imasyarakat, ihubungan 

imasyarakat idan, ipelaksanaan ifungsi ilain iyang idiberikan ioleh iPanitera.24 

e. Visi idan iMisi iInstansi 

Visi i: i 

“ iTERWUJUDNYA iPENGADILAN iNEGERI iMENGGALA iYANG iAGUNG” 

Misi i: 

a. Menjaga iKemandirian iPengadilan iNegeri iMenggala; 

b. Memberikan iPelayanan ihukum iyang iberkeadilan ikepada ipencari ikeadilan; 

c. Meningkatkan ikualitas ikepemimpinan iPengadilan iNegeri iMenggala; 

d. Meningkatkan ikredibilitas idan itransparansi iPengadilan iNegeri iMenggala; 

Motto i: 

“PASTI” 

Profesional, iAkuntabel, iSimple, iTransparan, iImparsial 

2. iSejarah iLokasi iTempat iMagang 

Secara iadministrasi iberdasarkan iPerda iNomor. i07 itahun i2005 ikabupaten 

iTulang iBawang iterdiri idari i24 ikecamatan idan i240 ikampung/kelurahan. 

iKabupaten iTulang iBawang isebelumnya imerupakan ibagian idari iKabupaten 

iLampung iUtara. iBerdasarkan iUndang-Undang iRI iNomor. i2 itahun i1997 imaka 

iterbentuklah iKabupaten iTulang iBawang. iPengadilan iNegeri iKelas iIII 

 
24

 iPeraturan iMahkamah iAgung iRI iNomor i7 iTahun i2015 iTentang iOrganisasi idan iTata iKerja 

iKepaniteraan idan iKesekretariatan iPeradilan. 
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iMenggala idiresmikan ioleh iKetua iMahkamah iAgung iRI iBpk. iProf. iDr. iH. 

iBagir iManan, iS,H., iM.C.L. iYaitu ipada itanggal i06 iDesember i2004 idengan 

iKetua iPengadilan iNegerinya iyang ipertama iBapak iH. iSulaiman, iS.H., iM.H. 

idengan iPanitera/Sekretarisnya iIbu iNellyaza, iS.H. iSebelumnya idaerah ihukum 

iKabupaten iTulang iBawang imasih iberada idi idaerah ihukum iPengadilan iNegeri 

iKota iBumi. 

 

3. iStruktur iOrganisasi iPengadilan iNegeri iMenggala 

Daftar iNama iPejabat, iHakim, iFungsional, idan iStruktural iPengadilan iNegeri 

iMenggala 

Jabatan Nama 

Ketua: Jimmy iMaruli, iS.H., iM.H. 

Wakil iKetua: Ita iDenie iSetiyawaty, iS.H., iM.H. 

Hakim: Dina iPuspasari, iS.H,. iM.H. 

 iDonny, iS.H. 

Laksmi iAmrita, iS.H. 

Marlina iSiagian, iS.H. 

Nur iWahyu iLestariningrum, iS.H., iM.H. 

Yulia iPutri iRewanda iTaqwa, iS.H. 

Frisdar iRio iAri iTentus iM, iS.H. 

Panitera: Deni iSyafril,S.H. 

Sekretaris: Reri iEriko, iS.E. 

Panitera iMuda: Sungkono, iS.H. 

Suhaili, iS.H. 

Ansori iZulfika, iS.H., iM.H. 

Panitera iPengganti: Supriyadi, iS.H., iM.H. 

Adriyadi, iS.H., iM.H. 
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Lisa iFitri, iS.H., iM.H. 

Rachmad iDonal, iS.H.  

Juru iSita i/ iJuru iSita 

iPengganti: 

Yansori, iS.H. 
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BAB iIII iMETODE iPENELITIAN iDAN iPRAKTEK iKERJA iLAPANGAN 

 

 

 

 

A. iMetode iPenelitian 

1. iPendekatan iMasalah 

Metode iini iditerapkan idan idiilustrasikan idalam ipraktek ipenegakan ihukum i(law iin 

iaction) iterhadap iperaturan iperundang-undangan itertulis ibeserta iprakteknya idan 

idokumen ihukum idi iIndonesia i(law iin ibook), isehingga ipendekatannya ibersifat 

ikualitatif iyuridis inormatif 

2. iSumber idan iJenis iData 

a. iJenis iData 

Penelitian iini imerupakan ipenelitian ihukum ibersifat ikualitatif iyuridis inormatif iyang 

ibersumber idari itemuan idata iaktual idi ilapangan, isehingga iselain imelakukan imetode 

ipenyelidikan i(investigation), ijuga imencari itemuan idata, idata ifaktual idari idokumen 

ihukum idan iperaturan iperundang-undangan. 

Sumber idata iuntuk ipenelitian iini imeliputi iorang idan isubjek. iOrang iadalah 

iinforman idalam iarti isubjek imenyajikan idata-data iyang idibutuhkan ipeneliti, 

isedangkan isubjek iadalah isumber idata iberupa idokumen-dokumen iseperti iartikel 

idan iberita iyang imendukung itercapainya idata itersebut. 

b. iSumber iData 

Data iadalah isumber ipenelitian iyang idilakukan ioleh iseseorang iyang imencari idan i



 

40 
  

mempelajari iinformasi ipenelitian isesuai idengan ijenis idata idan isumber idata iyang 

idiperoleh. 

1. Data iPrimer 

Sumber idata iprimer iadalah isumber idata iyang idiperoleh idari isumber iasli idan 

memberikan iinformasi ilangsung ikepada ipenulis.25
 iData iprimer iadalah idata iyang 

imenjadi isumber iutama ipenelitian. iSumber idata iutama iuntuk ipenelitian iini iadalah 

ikeputusan iPengadilan iNegeri iKebumen iNomor i1/Pdt.P/2021/PN iKbm. 

2. Data iSekunder 

Sumber idata isekunder iadalah isumber idata iyang idiperoleh idari ikepustakaan idengan 

icara imembaca, imeneliti, imencatat idalam ibentuk iteks idan idokumen iyang isesuai 

idengan itopik, ikemudian idisaring idan idisajikan idalam ibentuk ikerangka iteori.26
 

iSumber idata isekunder iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iyang 

idiperoleh idari idata ikepustakaan, iberupa ibuku, ijurnal, ijurnal, iartikel, iensiklopedia 

idan isumber ilainnya. 

3. Pendekatan iPenelitian 

Pendekatan iartinya isama idengan imetodologi, iyaitu isudut ipandang iatau icara 

imemandang idan imenghadapi isuatu imasalah iyang iditeliti. iPendekatan iyang 

idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipendekatan ikasus i(case iapproach). 

iPendekatan iberbasis ikasus idalam ipenelitian ibertujuan iuntuk imempelajari 

ipenerapan inorma ihukum iatau inorma ihukum idalam ipraktek ihukum.27 

Pendekatan iini idilakukan idengan imemeriksa ikasus-kasus iyang iberkaitan 

 
25

 iAsikin, iZ. i(2016). iPengantar imetode ipenelitian ihukum. 
26

 iDianisa, iT. i(2020). iLegal iReasoning iHakim iTentang iTindak iPidana iPencurian idengan 

Pemberatan iPerspektif iFiqih iJinayah i(Studi iPutusan iNomor: i37/Pid.B/2019/Pn iBms) i(Doctoral 

idissertation, iIAIN iPURWOKERTO).hlm. i18. 
27

 iSuhaimi, iS. i(2018). iProblem iHukum iDan iPendekatan iDalam iPenelitian iHukum 

Normatif. iJurnal iYustitia, i19(2). ihlm. i209. 
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idengan ipermasalahan ihukum iyang idihadapi. iKasus-kasus iyang iditelaah 

imerupakan ikasus iyang itelah imemperoleh iputusan ipengadilan iberkekuatan 

ihukum itetap. iDalam ipenelitian iini, iyakni iputusan iPengadilan iNegeri iKebumen 

iNomor i1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang iPermohonan iPenggantian iJenis 

iKelamin. 

B. iTujuan iMagang 

Adapun itujuan idari idilaksanakannya ipraktik imagang ikerja iadalah isebagai iberikut: 

1. iBagi iUniversitas: 

1. Sebagai i sarana i menjalin i kerjasama i antara i Fakultas iHukum i Universitas i i i i i i i i 

iLampung idengan iPengadilan iNegeri iMenggala. 

2. Sebagai i bahan i masukan idan i evaluasi i program i MBKM i(Merdeka  

iBelajar  iKampus  iMerdeka)  idi i Fakultas i Hukum iuntuk imenghasilkan 

ilulusan i– ilulusan iyang iterampil isesuai idengan ikebutuhan idalam idunia ikerja. 

3. Sebagai ibahan ipromosi iFakultas iHukum iUniversitas iLampung. 

2. iBagi iMahasiswa: 

1. Mengetahui idan imenambah iilmu iserta iwawasan ibagi imahasiswa idalam 

iberacara idi iPengadilan iNegeri. 

2. Memberikan i pengetahuan i baru i terhadap i mahasiswa i tentang i penerapan 

i ilmu iatau iteori i yang iselama iini i diperolah i pada isaat i masa iperkuliahan 

i dan i dapat i i i i i i i i i i i i i i i i i imembanding ikan idengan ikondisi iyang isebenarnya iada idi 

ilapangan. 

3. Mengkaji ipermasalahan-permasalahan ipraktis idalam idunia ikerja idan 

imampu i imemberikan ialternatif ipemecahan isesuai idengan iteori iyang iada. 
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4. Membekali i mahasiswa i agar imemiliki i pengalaman i dan i keterampilan 

i praktis i idalam imenyelesaikan iperkara idi iPengadilan iNegeri. 

3. iManfaat iKerja iMagang 

Adapun imanfaat ikegiatan imagang ikerja iadalah isebagai iberikut: 

1. Mahasiswa idapat i mengetahui isecara idetail i mengenai icakupan i tugas 

i dan iwewenang iPengadilan iNegeri 

2. Mahasiswa idapat imengetahui iproses i– iproses iberpekara idi iPengadilan iNegeri. 

3. Meningkatkan irasa i percaya idiri, i displin, i tanggungjawab i dan 

i bekerja i dalam ibentuk itim. 

4. Sebagai isarana ibagi imahasiswa idalam imelatih imental idan isikap idi idalam idunia 

ikerja. 

5. Mahasiswa idapat imengetahui iapa isaja iyang ikurang idalam idirinya 

isehingga idapat imengembangkannya idan isiap idalam idunia ikerja 
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BAB iV iPENUTUP 

 

 

 

 

A. iKesimpulan 

Berdasarkan ipenelitian imengenai ianalisis iputusan iPengadilan iNegeri i iKebumen 

iNomor i1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang ipermohonan ipenggantian i ijenis ikelamin, 

imaka ipenulis imenarik ikesimpulan isebagai iberikut: 

1. Dalam iperspektif ihak iasasi imanusia, iputusan iPengadilan iNegeri iKebumen i 

iNomor i1/Pdt.P/2021/PN iKbm itentang ipenggantian ijenis ikelamin itersebut iInti 

ipaham iHak iAsasi iManusia iadalah ibahwa iHak iAsasi iManusia isecara ikodrati 

iinheren iatau imelekat, iuniversal imengacu ibahwa iHak iAsasi iManusia iitu itanpa 

iperbedaan iwarna ikulit, iras, iagama, isuku, ietnis, ibangsa, iatau istatus isosial 

ilainnya idan itidak idapat idicabut, ihak-hak iitu idimiliki ioleh iindividu isemata-

mata ikarena imereka iadalah imanusia iciptaan ituhan ibukan ikarena imereka 

iadalah iwarga inegara isuatu inegara. iSerta ibatas-batas ipelaksanaan iHak iAsasi 

iManusia ihanya idapat iditetapkan iatau idicabut ioleh iundang-undang isebagai 

ibagian idari ikonsep inegara ihukum iyang ibermakna ibahwa ihak iharus idilindungi 

ioleh iundang-undang, idan ibahwa iketika imencabut iatau imengurangi ihak-hak 

iindividu, ipemerintah iwajib imematuhi ipersyaratan ihukum iyang ikonstitusional. 

iKonsepsi iini ijuga imengharuskan ipemerintah ibertindak i
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2. Sesuai idengan iundang-undang, idan iundang-undang iyang idijadikan idasar 

itindakan ipemerintah iitu itidak ibersifat imenindas, isewenang-wenang iatau 

idiskriminatif iundang iundang iyang imengatur ijelas itertuang ipada iPasal i28C 

iUndang-Undang iDasar i1945 iyakni ibahwa ihak iasasi imanusia idijamin ioleh 

inegara, idan idi iperkuat idengan iPasal i3, iPasal i4, iPasal i17 iUndang-Undang 

iNomor i39 iTahun i1999 iyang ierat ikaitannya idengan ihak iasasi ibagi iseseorang 

iyang imelakukan ipenggantian ijenis ikelamin. 

3. Dalam iaturan iUndang-Undang iAdministrasi iKependudukan ihak iatas idiri 

isendiri itermasuk ihak iuntuk imengganti ijenis ikelaminnya imerupakan ihak 

imasing-masing imanusia iyang i itidak idapat idiganggu igugat ioleh isiapapun, ioleh 

ikekuasaan iapapun idi idunia. iSerta isudah ijelas idi iatur idalam iPasal i56 iayat i(1) 

iUndang-Undang iAdministrasi iKependudukan iserta idi iperkuat idengan 

iPeraturan iPresiden iNomor i96 iTahun i2018 iPasal i58 iayat i(1) iBahwa idengan 

imengacu ikembali ipada iPasal i56 iayat i(1) iUndang-Undang iAdministrasi 

iKependudukan imengatur ibahwa ipencatatan iperistiwa ipenting ilainnya 

idilakukan ioleh ipejabat iPencatatan iSipil iatas ipermintaan ipenduduk iyang 

ibersangkutan isetelah iadanya iPenetapan iPengadilan iNegeri iyang itelah 

imemperoleh ikekuatan ihukum itetap, isedangkan iyang idimaksud iperistiwa 

ipenting ilainnya, idijelaskan idalam iPasal i56 iayat i(1) iUndang-Undang 

iAdministrasi iKependudukan iyaitu i“Pencatatan iPeristiwa iPenting ilainnya 

idilakukan ioleh iPejabat iPencatatan iSipil iatas ipermintaan iPenduduk iyang 

ibersangkutan isetelah iadanya iputusan ipengadilan inegeri iyang itelah 

imemperoleh ikekuatan ihukum itetap.” imaka idapat idilihat ipenjelasan idari iPasal 

i56 iayat i(1) iUndang-Undang iAdministrasi iKependudukan iyang iberbunyi 
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i“yang idimaksud idengan iperistiwa ipenting ilainnya i“adalah iperistiwa iyang 

iditetapkan ioleh ipengadilan inegeri iuntuk idicatatkan ipada iinstansi ipelaksana 

iantara ilain iperubahan ijenis ikelamin”.44
 iDapat idisimpulkan ibahwa ipenggantian 

ijenis ikelamin idi iakui idan idi iatur idalam iPasal i56 iayat i(1), imelihat idari 

ipertimbangan ihakim iyang imenitik iberatkan ipada ihukum iagama iislam iyang 

iberbunyi i“Menimbang, ibahwa isebagaimana ifakta ipersidangan iPemohon 

iterlahir i isebagai iseorang ilaki-laki inormal, ioleh ikarenanya imenurut ihakim 

ipermohonan iyang i idiajukan ioleh iPemohon  ibukanlah ibentuk itindakan iyang 

itepat ioleh ikarena i ipersoalan iyang idihadapi iPemohon iini isebenarnya iberakar 

ipada ikondisi imental i iyang ipenanganannya ibukan imengubah iidentitas ikelamin/ 

igender iyang itelah i idiciptakan iAllah iSWT, imelainkan ipendekatan isecara 

ispiritual idan ikejiwaan, i iselain iitu iperubahan iidentitas ikelamin/gender idalam 

idokumen iPemohon iyang i iakan idilakukan ioleh iPemohon imerupakan itindakan 

iyang itidak iberdasarkan ihukum i idan ihakim imenilai itindakan iPemohon isama 

iartinya iPemohon itelah imenyalahi i ikodrat iyang itelah iAllah iSWT itakdirkan iatas 

idiri iPemohon iyang iterlahir isebagai i iseorang ilaki-laki.” iTentu itidak isenada 

idengan iisi idi idalam iUndang-Undang iAdministrasi iKependudukan imaka 

iseharusnya iHakim idapat imengabulkan iPemohon iuntuk iPenggantian ijenis 

ikelamin iyang isemula ilaku-laki imenjadi iperempuan iserta iMengacu ikepada 

iPeraturan iPresiden iNomor i96 iTahun i2018 iTentang iPersyaratan idan iTata iCara 

iPendaftaran iPenduduk idan iPencatatan iSipil iyang iada idi idalam iPasal i58 iayat 

i(1) iPeraturan iPresiden iNomor i96 iTahun i2018 itentu imengatur itentang itata icara 

ipencatatan iperistiwa ipenting ilainnya ibagi ipenduduk. 
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B. iSaran 

Dalam ipenelitian iyang iterfokus ipada ihak iasasi imanusia idalam iputusan itentang 

ipenggantian ijenis ikelamin iini, iuntuk ihakim iselaku iwakil i iTuhan idi idunia, 

idiharapkan imampu ibersikap iadil, isenantiasa imenjunjung itinggi ihak iasasi imanusia 

idalam ipengambilan ikeputusan. iMengkaji ilebih idalam idari isetiap iperkara iyang 

iditangani. iBila iperlu igunakan ipula iyurisprudensi isebagai ibahan ipertimbangan 

ijangan ihanya imenggunakan iperspektif ihukum iagama itetapi ijuga imenggunakan 

ikonstitusi idan iundang-undang iyang imengatur itentang iHAM. iSerta ilangkah 

ibaiknya idibuat iaturan ikhusus itentang iperubahan ijenis ikelamin iyang ijelas, iagar 

imengisi ikekosongan ihukum idan iagar itidak iterjadi idisparitas ipenetapan ioleh 

imajelis ihakim idalam ipermohonan iperubahan ijenis ikelamin. 
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